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PENETAPAN
Nomor 142/Pdt.P/2021/PA.Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara
permohonan itsbat nikah pada tingkat pertama dalam sidang maijelis telah
menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Andi Gunu bin Siso, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Rimbun Tulang
Kamp. PT Tasnida Agro Lestari Ray 6, RT. 008, Kecamatan
Kuripan Kabupaten Barito Kuala, Rimbun Tulang, Kuripan,
Kab. Barito Kuala, Kalimantan Selatan, disebut Pemohon I;

Maria Oliva Fatimah binti Bako, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan lbu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa
Rimbun Tulang Kamp. PT Tasnida Agro Lestari Ray 6, RT.
008, Kecamatan Kuripan Kabupaten Barito Kuala, Rimbun
Tulang, Kuripan, Kab. Barito Kuala, Kalimantan Selatan,
disebut Pemohon II;

Selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 14
Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Marabahan, Nomor 142/Pdt.P/2021/PA.Mrb, tanggal 14 Juni 2021 yang pada
pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2015, para Pemohon telah
melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Long Melaham
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Kecamatan Ujo Bilang Kabupaten Mahakam Hulu Provinsi Kalimantan
Timur, yang menikahkan adalah penghulu bernama Aminullah, tetapi
pernikahan tersebut tidak dicatat sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (2)
UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah anak
laki-laki Pemohon Il yang bernama Marselinus Yohanes Bale ( agama
Khatolik) dan Saksi nikahnya masing-masing bernama :

2.1. Rudi;

2.2.

Kemudian telah terjadi ijab kabul dengan maskawin berupa seperangkat
alat sholat dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon | berstatus Duda
Cerai Mati sedangkan Pemohon Il berstatus Janda Cerai Mati;

4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab,
semenda dan tidak hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak
ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan
hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat
tinggal di Desa Rimbun Tulang Kecamatan Kuripan Kabupaten Barito Kuala
dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum
dikaruniai anak ;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang
mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula
Para Pemohon tetap beragama Islam ;

7. Bahwa Para Pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah
sehingga mengajukan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama
Marabahan, untuk memenuhi persyaratan pembuatan Kartu Keluarga Para
Pemohon dan untuk mendapatkan kekuatan hukum dari pernikahan yang
telah dilaksanakan dan memenuhi hak-hak keperdataan Para Pemohon ;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang

timbul dalam perkara ini;
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Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan
mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya
berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon | (Andi Gunu bin Siso) dan
Pemohon Il (Maria Oliva Fatimah binti Bako) yang dilaksanakan pada
tanggal, 15 Mei 2015, di Desa Long Melaham Kecamatan Ujo Bilang
Kabupaten Mahakam Hulu Provinsi Kalimantan Timur

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan
tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuripan Kabupaten
Barito Kuala ;

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,
Pemohon | dan Pemohon Il datang menghadap di persidangan;

Bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para
Pemohon telah diumumkan tanggal 15 Juni 2021 pada papan pengumuman
Pengadilan Agama Marabahan selama 14 hari sebelum perkara ini
disidangkan, dan ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas
permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka
pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya
tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah
kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini
yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon

sebagaimana diuraikan di atas;
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Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para Pemohon untuk
menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal
146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,
dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan
patut;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk
memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil
secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir
menghadap di persidangan secara in persona.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2)
serta angka 22 penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun, sehingga
perkara Penetapan Itsbat Nikah bagi umat Islam di Indonesia merupakan
kewenangan Absolut Peradilan Agama,;

Menimbang, bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Itsbat
pernikahan mereka yang dilangsungkan tanggal 15 Mei 2015 di Long
Melaham Kecamatan Ujo Bilang Kabupaten Mahakam Hulu Provinsi
Kalimantan Timur karena Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan
itsbat nikah dari Pengadilan Agama Marabahan, guna dijadikan sebagai alasan
hukum untuk keabsahan pernikahan secara hukum nasional karena pernikahan
Para Pemohon tidak dicatatkan pada petugas pencatat nikah, maka
berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal
7 ayat (3) angka e dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Para Pemohon
memiliki kewenangan hukum yang sah untuk mengajukan pengesahan nikah
dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa perkawinan antar orang beragama Islam hanya
dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah,
akan tetapi bilamana tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah padahal
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perkawinan yang dilakukan telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan tidak
terdapat halangan/larangan perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum
Islam, atas hal tersebut dapat diajukan permohonan Itsbat Nikah, oleh karena
itu permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih
lanjut;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum permohonannya point
2 telah mohon agar Pengadilan Agama Marabahan menetapkan sahnya
perkawinan para Pemohon dengan alasan yang telah dikemukakan para
Pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena itu Hakim akan
mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, apakah beralasan
hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon | dan Il telah memberikan Pengakuan

dihadapan Hakim bahwa Pemohon | disaat menikah dengan Pemohon Il pada
tanggal 15 Mei 2015 di Long Melaham Kecamatan Ujo Bilang Kabupaten
Mahakam Hulu Provinsi Kalimantan Timur dinikahkan oleh penghulu
bernama Aminullah dan hanya dihadiri oleh satu orang saksi bernama Rudi;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan (pengakuan) tersebut ternyata
Pemohon | dan Pemohon Il telah mementahkan dalil permohonannya, sehingga
Majelis menemukan fakta bahwa pada saat menikah dengan Pemohon I,
ternyata hanya dihadiri oleh satu orang saksi;

Menimbang bahwa perkawinan tersebut terdapat rukun yang tidak
terpenuhi yakni kehadiran dua orang saksi sebagaimana bunyi Pasal 14 dan
Pasal 24 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan
bahwasanya saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad
nikah dan setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi, oleh sebab
itu menurut Majlis Hakim perkawinan Pemohon | dengan Pemohon Il tidak
dapat disahkan secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi Pemohon | dan Pemohon Il
sebagaimana tersebut di atas, Hakim menilai perkawinan pemohon tidak
memenuhi rukun perkawinan, oleh karenanya Hakim berpendapat permohonan
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Pemohon | dan Pemohon Il patut untuk ditolak karena tidak memenubhi
rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Hakim menyimpulkan bahwa pada saat menikah Pemohon | dengan
Pemohon Il pada tanggal 15 Mei 2015 di Long Melaham Kecamatan Ujo
Bilang Kabupaten Mahakam Hulu Provinsi Kalimantan Timur, terdapat
rukun perkawinan yang tidak terpenuhi, oleh karena pernikahan para Pemohon
terbukti telah menyalahi aturan hukum Islam dan peraturan perundang-
undangan, sehingga Permohonan tersebut harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan,
maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
1. Menolak Permohonan Para Pemohon
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Agama Marabahan pada hari Jum’at, tanggal 2 Juli 2021 Masehi bertepatan
dengan tanggal 21 Dzulgaidah 1442 Hijriah oleh Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H.,
M.H sebagai Ketua Majelis, Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.l., M.H dan
Mohammad Sabhli Ali, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan
tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk
umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Hj.
khairiah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I, Ketua Majelis,
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Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.l., M.H  Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H
Hakim Anggota Il,

Mohammad Sabhli Ali, S.H.
Panitera Pengganti,

Hj. khairiah, S.Ag
Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran :Rp 30.000,00

2. Proses :Rp 50.000,00

3. Panggilan :Rp 0,00

4. PNBP Panggilan : Rp  20.000,00

5. Redaksi :Rp 10.000,00

6. Meterai :Rp_10.000,00
Jumlah Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)
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